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ABSTRAK

Penelitianini bertujuan untuk mengungkapkan peran stakeholder sebagai “ pemain utama’
sertakendal a-kendal a pelibatan mereka dalam pengembangan desawisatadi Bali. Lokas
penelitian dilakukan pada empat kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Bangli, Gianyar,
Badung dan Tabanan. Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), dimana
narasumber dipilih secarapurposive, selain datajugadiperoleh melalui studi dokumentasi.
Analisiskualitatif dipilih untuk mereduksi, memilah sertamenginterpretaskan data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwapemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor
hendaknya: (1) mendorong pengembangan desa wisata sesuai potensinya, bukan atas
alasan politis dan/atau karena sekadar untuk memperoleh dana bantuan, (2) mengkaji
secarakonprehensif desawisatayang akan dikembangkan, (3) menyiapkan perencanaan
yang matang dengan mengintegrasikan rencana pembangunan pada tingkat yang lebih
tinggi dengan rencana kerja yang disusun masyarakat, (4) memberikan pelatihan untuk
mengembangkan kapasitas masyarakat |ocal dalam pengembangan desawisata, dan (5)
memonitor dan mengevaluasi kegiatan masyarakat dalam pengembangan desa
wisata.M asyar akat hendaknya secara kritis mengembangkan diri dan lingkungannya,
serta menerapkan nilai-nilai lokal serta mengedepankan keunikan budaya Bali sebagai
kekuatan pengembangan desa wisata, sementara itu pengusaha diharapkan berperan
dalam peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada
masyarakat lokal terkait kebutuhan desa wisata, peran akademisi diharapkan mampu
memberikan sumbangan pemikiran dalam mengidentifikas permasalahan desa wisata
dan mencarikan solusinya, sementara pers dapat menonjolkan fungsi kontrol dan
penyebarluasan informasi kepada publik. Kendala utama yang dihadapi dalam
pengembangan desa wisata terkait dengan koordinasi antar stakeholders serta belum
adanya agent of change yang mampu mengkoordinir peran stakeholders tersebut.

Kata kunci: peran stakeholder, kendala, desa wisata, agent of change, FGD.
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L atar Belakang

Desa-desaWisatadi Bai dengan potens
wisataa am maupun budayayang dimilikinya
akanmenjadi dayatarik bagi wisatawan nusantara
maupun mancanegarayang berkunjung ke pulau
seribu pura ini. Aktivitas keseharian
masyarakatnyaakan memberikan pengalaman
unik kepadawisatawan, karenaselain berbeda
dengan kegiatan keseharian wisatawan di tempat
tinggalnya, jugakarenakegiatan tersebut hanya
bisa mereka dapatkan pada masyarakat
perdesaan.

Beragam potensi tersebut didukung oleh
kebijakan pemerintah ddam pengembangan desa
wisatayang bertujuan selanuntuk meningkatkan
varias produk wisataBali, jugayang terpenting
adalah untuk pemerataan agar masyarakat
perdesaan dapat menikmati manfaat dari
keberadaan pariwisata.Salah satu kebijakan
tersebut tergambarkan dari Surat Edaran
Kadisparda Provinsi Bali Nomor 556/317/1/
DISPAR tentang Pengembangan 100 Desa
Wisatatahun 2014 —2018. Faktamenunjukkan
bahwa baru beberapa desa wisata tersebut
berkembang dengan baik, misalnyadi Kabupaten
Badung dari 11 desa wisata yang ditetapkan
pemerintah, hanyaduadesayang baru dianggap
berhasi| dilihat dari sisi kunjungan wisatawan,
pengelolaan, dan partisipas masyarakat. Kedua
desatersebut adalah DesaWisataBelok Sidan
dan Plaga (Anom, dkk. 2015).Fakta lain
menggambarkan bahwabeberapadesadi Bali,
Badung khususnyayang tidak dimasukkan ke
dalam SK desawisata (oleh pemerintah) justru
mengalami perkembangan yang cukup pesat,
dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang
semakintinggi yang diikuti oleh perkembangan
aktivitaswisatayang beragam dan saranawisata
yang semakin lengkap.

Terdapat sejumlah kendalayang dihadapi
dalam pengembangan desawisatadi Bali, baik
menyangkut permasal ahanyang bersifat internal
maupun eksternal .Secarainternal dapat diduga
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bahwa belum sigpnyamasyarakat |okal dalam
menerima dampak negatif maupun positif
pariwisatamenjadi alasan. K etiadaan kesiapan
masyarakat mengakibatkan  belum
terbayangkannyagpayang harusmerekal akukan
dalam menyangga perkembangan pariwisatadi
desanya, sehingga tidak ada inisiatif dan
kreatifitas dalam mengembangkan berbagai
kegiatan di desa mereka.Tokoh-tokoh
masyarakat yang adadi DesaWisatatersebut
didugabd ummampu mendorong danmemoatives
gerakan partisipasi masyarakat dalam
mengembangkan desamerekauntuk dijadikan
tujuan wisata. Bisa jadi karena keterbatasan
pengetahuan merekaterhadap pariwisatayang
merupakan “barang baru’ dalam kehidupan
mereka, sehingga kaget dan tidak berdaya
melakukan perubahan dan siap mengan-
tigpasnya

Secaraekternd, peran pemerintah sangat
besar pengaruhnya terhadap perkem-bangan
desawisata. Pemerintah memiliki paling tidak
tiga peran dalam pengembangan desa wisata
khususnya, pertama peran sebagai regulator,
peranfadilitator, maupun peran sebagai eksekutor
(penegakan hukum). Berbagai kebijakan maupun
fasilitasi yang dibuat pemerintah dapat
mendorong partisipasi masyarakat dalam
membangun desa mereka. Namun adakah
kebijakan tersebut benar-benar telah dibuat dan
dilaksanakan dengan benar, sehingga sesual
dengan apayang dibutuhkan masyarakat dalam
mendorong mereka untuk mengembangkan
desanyasebagai desawisata?

Selain pemerintah, para pelaku industri
pariwisatajugatidak kalah pentingnyadalam
mendukung perkembangan pariwisata
perdesaan. Adakah merekamenjadikan desa
wisatasebagal DTW utamayang merekadorong
perkembangannyadengan menjual paket-paket
wisataberbasi s perdesaan? Atau merekahanya
menjadikan desa wisata sebagai pelengkap
produk yang mereka jual kepada konsumen
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langganan mereka?Bagai mana dengan
stakeholder lainnya, seperti para akademisi,
asosias pariwisata, tokoh-tokoh pariwisata,
media, dan pemangku kepentinganlainnya, juga
tidak dapat diabaikan perannya dalam
mendukung pengembangan desawisata.

Apa sesungguhnya yang terjadi pada
perkembangan desawisatadi Bali, khususnya
menyangkut peran stakeholder (pemerintah,
sector swasta, masyarakat, akademis dan pers)
menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti.
Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini
dilakukan untuk mengungkap peran stakehol der
daam pengembangan desawisatadi Bali.

Sudi Literatur
Desa Wisata

Desa wisata memiliki pengertian yang
beragam, namun secara umum mengandung
unsur-unsur: (a) wilayah yang masih asri; (b)
memiliki karakteristik fisik lingkungan alam
perdesaan; dan (c) ciri kehidupan sosial budaya
masyarakat tradisional. Ciri-ciri khas yang
dimiliki wilayah perdesaan sebagai dayatarik
wisata utama tersebut dilengkapi dengan
berbagai fasiltaswisatayang dapat memberikan
kenyamanan bagi wisatawan yang mempel g ari
kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
Inskeep (1991) menyatakan bahwa: Millage
Tourism, where small groups of tourist stay
in or neartraditional, often remote villages
and learn about village lifeand the local
environment.”  Pengertian tersebut menegaskan
bahwaDesaWisatamemiliki ciri dannilal tertentu
yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi
wisatawan minat khusus(special interest tourist)
terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini
menunjukkan bahwakehidupanwargadesayang
unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan
merupakan daya tarik utama dari sebuah
DesaWista

Desawisataada ah suatu wilayah perdesaan
yang memiliki potens keunikan dan dayatarik
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wisata yang khas, baik berupa karakter fisik
lingkungan aam pedesaan dan kehidupan sosa
budayamasyarakat, yang dikel oladan dikemas
secaramenarik danaami dengan pengembangan
faslitaspendukung wisatanya. Selanjutnyadesa
wisata adalah suatu bentuk integrasi antara
atraks, akomodas dan fasilitaspendukung yang
disajikan dalam suatu struktur kehidupan
masyarakat yang menyatu dengan tatacaradan
tradis yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Wi sataperdesaan merupakan aktivitasyang
dilakukan di suatu Desa Wisata, dimana
wisatawanberkunjung dan mel akukan aktivitas
beragam dengan memanfaatkan aktivitaswarga
pedesaan yang unik sebagal inti utamadayatarik
wisatanya. Wisatajenisini akan memberikan
kesempatan bagi masyarakat kota untuk
mengend kehidupan perdessan meldui aktivitas-
aktivitas tersebut. Berkembangnya wisata
perdesaan dapat memberikan manfaat penting
kepada masyarakat lokal, berupa: (a)
keuntungan ekonomi, dalam bentuk keragaman
usahakeluarga, kesempatan kerja, peningkatan
pendapatan keluarga, kesempatan kaum
perempuan untuk mengisi waktu luang dalam
kegiatan ekonomi; (b) manfaat sosial-budaya,
seperti kesempatan berinteraksi dengan orang
dari luar desa, peningkatan kemampuan untuk
bersosialisasi, semakin baiknya kemampuan
warga dalam penguasaan bahasa asing,
peningkatan kemampuan wargadesakhususnya
kaum muda dalam penguasaan (Information
and Communication Technology), menum-
buhkan kepercayaan diri dan kebanggaan
terhadap kehidupan sosi al-budayamasyarakat
|okal ,peningkatan kemampuan wargadesadaam
hal interpretas terhadap dayatarik wisatayang
adadi desamereka, tumbuhnyakesadaran dan
penghargaan terhadap budaya luar, serta
membukawawasan lebih luasmengenai dunia
luar; (c) manfaat di bidang lingkungan hidup,
diantaranyaberupa: kesadaran untuk menjaga
kebersihan dan keasrian desa wisata,
perlindungan (konservasi) terhadap nilai-nilai
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[uhur, lingkungan fisik dan benda-benda cagar
budayayang adadi desamereka.

Agar manfaat wisata perdesaan dapat
optimal dirasakan oleh masyarakat lokal, maka
ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi
sebagai konsep pengembangan desa wisata,
yaitu: (1) berawa dandiinisias oleh masyarakat
desa,(2) memiliki muatan lokal, (3) memiliki
komitmen bersamameasyarakat untuk memgjukan
desa, (4) memiliki kelembagaan sebaga pengdola
desa wisata, (5) adanya keterlibatan dan
partisipasi warga desa, (6) adanya
pendampingan dan pembinaan, (7) adanya
motived yang kuat untuk memperbaiki kehidupan
wargadesa, (8) adanyakemitraan, (9) adanya
forumkomunikas antar wargamaupun dengan
stakeholder yang lain, dan (10) adanyastudi
pengembangan desa wisata dan orientasi
(Julisetiono, 2007, seperti dikutip oleh Julianto,
2014)

Pengembangan desa wisata hendaknya
dilakukan oleh masyarakat |okal karenamereka
yang paling tahu dan kenal denganwilayah dan
potens yang adadi daamnya, sehinggahasiinya
sebesar-besarnya untuk masyarakat desa.
Kondig ini menuntut partispas aktif wargadesa
serta komitmen yang kuat untuk menjadikan
desanyalayak dikunjungi wisatawan.Partisipas
tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan
dengan membangun visi yang sama diantara
warga desa untuk membangun desanya,
mengidentifikasi segala potensi wisata yang
mereka miliki, dan mengkaji strategi
pengembangan desa mereka sebagal desa
wisata, sertamenyusun program dan kegiatan
yang terkait dengan wisata perdesaan. Pada
tahap pelaksanaan, warga desa diajak
mempers agpkan akses dan membangun berbagai
sarana prasarana wisata yang dibutuhkan,
mempersiapkan SDM yang dibutuhkan, serta
mengembangkan kelembagaan yang akan
mengel oladesawisatatersebut; Dalam tahapan
monitoring dan evaluas kegiatan masyarakat
lokal jugaharusaktif, sehinggasetiap kegiatan
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yang berlangsung sesuai dengan yang
direncanakan, serta penyimpangannyasegera
dapat dikoreksi. Karena keterbatasan
kemampuan untuk melakukan semuaitu, maka
kerjasamasangat dibutuhkan, terutamadukungan
dari pemerintah sebagai regulator yang
mempersi apkan semua perangkat aturan yang
memudahkan desawi satatersebut berkembang,
serta perannya sebagai fasilitator yang
menyediakan berbagai saranaprasaranayang
dibutuhkan.Peran stakeholder lain jugasangat
dibutuhkan, seperti parapelaku usahadaamikut
mempromos kan keberadaan desawisata, para
akademisi maupun perguruan tinggi yang
dibutuhkan dukungannya berupa hasil riset
maupun dalam bentuk pengabdian masyarakat,
serta pers sebagal media yang mengkomuni-
kas kan kehidupan wargadesake publik.

Kebijakan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desawisatadi Indonesia
dilakukan sebagal bagian dari Program Nasiona
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang
dilakukan oleh Kementerian K ebudayaan dan
Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan
pengembangan Desa Wisata tersebut diatur
dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan
PariwisataNomor PM.26/UM.010/MKP/2010
mengenai Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri PariwisataMée aui
DesaWisata.

Desasering kali merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan daerah dimana
pariwisatadikembangkan. Desadapat menjadi
pendukung pariwisatayang tel ah dikembangkan
maupun penyedia hal-hal yang dapat
meningkatkan kualitas pariwisataseperti misanya
penyediaaktiivitaswisata, akomodas, maupun
daya tarik wisata, sehingga mengakibatkan
pembangunan kepariwisataan di desamenjadi hd
yang penting untuk dilakukan.

Desawisatadidefinisikan sebagai suatu
bentuk integras antaraatraksi, akomodasi dan
fasilitas pendukung yang disgjikan dalam suatu
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struktur kehidupan masyarakat yang menyatu
dengantatacaradantradis yang berlaku. Dalam
peraturan tersebut di atas, dinyatakan bahwa
desawisatadapat dikembangkan berdasarkan
tigamode yaitu: 1). Model Gugusan (Cluster)
Daya Tarik Wisata— Desa terkait, 2). Model
Gugusan (Cluster) DesaWisata— Desa Terkait,
dan 3). Model Gugusan (Cluster) Usaha
Pariwisata—DesaTerkait

Sakeholder Pengembangan Desa Wisata

Dalam Oxford Advanced Learner’'s
Dictionary (2005), stakeholder didefinisikan
sebagai berikut:

“ A person or a company that isinvolve
inaparticular organization, project, system,
etc., especially because they have invested
money in it”

Stakeholder merupakan seseorang atau
bisajuga perusahaan yang terlibat dalam suatu
organisas, proyek ataupun system akibat uang
yang mereka investasikan dalam organisas,
proyek maupun system tersebut.

Di bidang pariwisata,istilah stakeholder
banyak digunakan untuk menyebutkan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan
pengembangan pariwisata di suatu tempat.
Freeman dalam Morrison (2013) menyatakan
bahwa stakeholder merupakan:

“ Any group or individual that can affect,
or is affected by the achievement of a
cor poration purpose”

Definisi tersebut menekankan bahwa
stakeholder mampu mempengaruhi keberhasilan
pencapaian tujuan sebuah perusahaan, dan
sekadigusmemperoleh pengaruh dari pencapaian
tujuan tersebuit.

Di bidang pariwisata, UNWTO (2005)
menyatakan bahwastakehol der pariwisataterdiri
atas: 1). Pemerintah, 2). Usaha jasa
pariwisata termasuk asosiasinya, 3).
Institusi keuangan, 4). SDM pariwisata, 4).
Organisas pekerjapariwisata, 5). Institus
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pendidikan pariwisata, 6). Pengunjung
(visitor), 7). Masyarakat lokal dan 8).
L embaga Sosial Kemasyar akatan di bidang
pariwisata. Morrison (2013) menyatakan
bahwa para stakeholder terdiri atas: 1). Data
tarik Wlsata, 2). Events dan Festival, 3).
MICE, 4). Akomodas, 5). Restorann, 6).
Trangportad, 7). Agen perjalanan wisata dan
8). Media masa. Pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap pengembangan
pariwisatatersebut tidaklah memiliki kedudukan
yang sama. Beberapa pihak sering kali lebih
penting dibandingkan pihak lainnya (Sheehan &
Ritchiedaam Morrison, 2013).

Metode

Pendlitianini dilakukan di empat kabupaten
di Bali yaitu Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli
dan Tabanan. Keempat kabupaten ini dipilih
sebagai sampel lokasi dengan pertimbanga
bahwadi keempat kabupaten tersebut terdapat
sebaran desa wisata yang telah banyak
dikunjungi wisatawan. Data primer untuk
penditan tersebut dikupulkan melaui focusgroup
discussion (FGD) dengan narasumber ditentukan
secarapurposive dengan pertimbangan sebagai
berikut: 1) mengetahui per soalan desawisata
secaramendalam, 2) mampu ber skap kritis
dan obyektif, 3).bersedia berbagi
pengalaman tentang seluk beluk desa
wisata, dan 4). dapat diterimadi lingkungan
sosialnya. Data sekunder diperoleh dengan
mel akukan studi dokumentas terhadap bebergpa
hasil penelitian terkait desawisata, sertadari
publikes yang dikeluarkan olehingtans-instans
terkait.

Datasdanjutnyadianalisissecarakualitatif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:1)
Reduks data, yakni memilah-milah datayang
tidak beraturan untuk dirangkum menjadi pola
data yang sederhana, sistematis, aktual dan
akurat, serta2). I nter pretasi, memberi makna
dan pemahaman terhadap temuan di lapangan
melalui uraian dan dukungan berbagai konsep
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dan teori yang dapat menjelaskan temuan di
lapangan (Daymon and Holloway, 2008:369).

Hasil

Berbagai literatur menyarankan bahwa
untuk pengembangan pariwisatayang baik sanget
dibutuhkan kerjasamayang baik dan smultandi
antaraseluruh stakehol der yang ada. Pentingnya
kerjasamayang baik tersebut mengingat bahwa
desa wisata sebagai sebuah contoh destinasi
pariwisatamerupakan sebuah entitasyang terdiri
atas beberapa komponen stakeholder yang
kepenti ngan-kepentingannyaharusdiakomodir,
sehingga semuanyaberkotribusi dengan baik
dalam menyukseskan desawisatatersebut. Sdlain
itu, sangat penting jugabagi sal uruh stakehol der
untuk melakukan peran masing-masing
dengan baik.

Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa
semua narasumber setuju bahwa peran
stakeholder dalam pengembangan desawisata
di Bali adalah seperti yang disampaikan dalam
uraian berikut:

Pemerintah sebagai regulator, faslitator dan
eksekutor.

Pengembangan pariwisata memerlukan
arahan yang jelasagar sesual harapan. Arahan
tersebut bisabersumber dari kebijakan maupun
peraturan, serta penegakannya yang harus
disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Terkait desa wisata, pemerintah kabupaten
maupun pemerintah propinsi yang berhak
menetapkan desa wisata, oleh karenanya
pemerintah diharapkan untuk mengembangkan
desa wisata agar benar-benar sesuai dengan
potensi desa tersebut. Mengingat selamaini,
banyak dijumpai pengembangan desawisata
dilakukan semata-mata karena dengan
menetapkan sebuah desamenjadi desawisata,
makaaksesdanapemerintah untuk desatersebut
bisalebih mudah. Hdl ini terjadi seperti misdnya
di Kabupaten Bangli (keterangan Budi Astawa,
FGD tanggal 20 Oktober 2017). Kedepannya
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diharapkan proses penetapan desa wisata
dilakukan berdasarkan hasi| kgjian potens yang
dilakukan secarakomprehensf, tidak dilakukan
secarasporadis. Hal ini sangat penting dilakukan
agar jangan sampal terjadi penetapan desawisata
bersebel ahan dengan dayatarik dan aktivitas
wisatayang sama. Jkaini dibiarkanterjadi, maka
dengan sendirinyadesa-desawisatayang ada
tidak akan memiliki ciri khas masing-masing,
padahal ciri khas sangat dibutuhkan untuk
menjadi pembeda antara satu desa wisata
dengan lainnya (keterangan Wayan Gobang,
Mangku Kandia, FGD Tangga 20 Oktober
2017).Selainitu, pemerintah jugadiharapkan
menyiagpkan perencanaan yang matang mengenai
desa wisata, yang mampu mengintegrasikan
rencanakerjamasyarakat di desawisatadengan
produk perencanaan pembangunan (Rencana
Pembangunan) di tingkatan yang lebih tinggi
(keterangan Gede Sadguna, FGD taggal 20
Oktober 2017)

Salah satu kendalabagi pengembangan
pariwisata berbasis masyarakat seperti halnya
desawi sataadd ah bahwaseringkali masyarakat
desayang dikembangkan tersebut tidak memiliki
kemampuan/kompetensi untuk melakukan hal
tersebut. Karena itu, pendampingan sangat
diperlukan untuk meningkatkan kompetensi
masyarakat dalam mengel ola desanya setelah
dikembangkan sebagal desawisata. Pemerintah
dalam hal ini dinaspariwisata kabupaten atau
propins diharapkan mampu melaksanakan hal-
hal sebagai berikut: 1). memonitor
perkembangan desa wisata yang telah
ditetapkan pemerintah, 2). melakukan
analisis terhadap perkembangan desa
wisata tersebut, sehingga mampu
mengetahui kebutuhan sarana prasarana
wisata maupun peningkatan kapasitas
masyar akatnya, dan 3). menyiapkan
pelatihan peningkatan kapasitas
masyar akat yang sesuai kebutuhan.
Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
masyaraket terkait desawisatadapat dikoordinir
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oleh pemerintah dengan bekerjasamadengan
pihak-pihak terkait, baik dari unsur OPD
(Organisas Perangkat Dagerah) terkait maupun
dengan pihak lainnya, seperti dengan lembaga
pendidikan di bidang kepariwisataan.
Pemerintah dapat menjadi semacam
penghubung, yang akan selalu memonitor
kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat
desa wisata, dan kemudian menyiapkan
berbagai pelatihan peningkatan kapasitas
masyarakat.

Masyar akat, komponen penting dalam
pengembangan desawisatadi Bali

Sebagai objek sekaligus subjek dalam
pengembangan desa wisata, masyarakat
diharapkan kritis dalam keinginannya untuk
mengembangkandiri dan lingkungannyasebaga
desawisata. Masyarakat harus bisamengetahui
potens desanya, sehinggamampu menyuarakan
keinginannyasertaberpartisipasi aktif dalam
pengembangan desanyamenjadi desawisata.
Terkait pengembangan desa wisata di Bali,
diharapkan masyarakat tetap mengedepankan
keunikan budayaBdi yang bernafaskan Agama
Hindu sebagal konsep pengembangan. Konsep-
konsep seperti misalnyaTri Hita Karana, Tri
Sakti dan Tri Pramana diharapkan dapat
dijadikan acuan dalam pengembanga desa
wisata(keterangan Gede Sadguna, Pak Mangku
Kandia, FGD tanggal 20 Oktober 2017). Nilai-
nilai yang digjarkan dalam Tri Hita Karana
misa nyadapat diinterpretaskan untuk kemudian
diterapkan dalam pengembangan desawisata,
sehinggakeseimbangan yang diharapkan terjadi
antar manusia(wargadesa, pengunjung), antara
manus adengan lingkungan dan antaramanusa
dengan Tuhan dapat terwujud. Implementasi
nilai-nilai Tri HitaKaranaini jugadirasaakan
mampu membawapengembangan desawisata
di Bali mencapai keberlanjutan, dimanasecara
ekonomi, sosia-budayadan lingkungan akan
berdampakk positif bagi desawisatatersebut.

K etikadesadikembangkan menjadi desa
wisata, maka keseluruhan komponen desa
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tersebut diharapkan terlibat. Karena itu,
masyarakat terlebih dahulu perlu memantapkan
komitmen, sehingga kesamaan perseps dapat
dicapal dan proses pengembangan tidak akan
terkendal a ol eh keti dakkompakan masyarakat
di kemudian hari. Hal ini akan dapat dicapai jika
masyarakat desa di Bali yang ingin
mengembangkan desawisatajugadapat tetap
berpegang teguhterhadap nila-nilai yang menjadi

kearifan lokal sertafalsafah hidup orang Bali

(keterangan Gede Sadguna, FGD tanggal 20
Oktober 2017), yaitu ‘menyama-braya”

(konsep persaudaraan), maupun selalu
bermusyawarah untuk membicarakan masalah-
masal ah yang berkaitan dengan kepentingan
bersama (paras-paros, saguluk-sagilik,
salunglung subhayantaka).

Pengusaha sebagai fasilitator

Peran pengusahayang dihargpkandalam
pengembangan desa wisata adalah dalam hal
peningkatan kapasitas masyarakat sesuai
bidangnya. Pengusaha di bidang akomodasi
misalnya dapat memberikan pelatihan
bekerjasama dengan pemerintah terkait
pengelolaan homestay. Pengusaha agen
perjalanan wisatadapat memberikan masukan
kepada desa wisata megenai preferensi
pengunjung desawisata, sehinggamasyarakat di
desa wisata dapat menyiapkan produk yang
mampu memenuhi kebutuhan pengnjungnya.
Pengusaha usahamakanan dan minuman dapat
memberikan pelatihan menyiapkan makanan
sertacarapenygiannyadanyanglanya

Akademisi; kritisdan obyektif

Pemikiran kristisakademis diharapkan
mampu meihat pengembangan desawisatadi Bdli
secaraobyektif. Meldui berbagal pendlitiandan
pengabdian masyarakat yang dilakukan,
akademis diharapkan mampu mengidentifikas
berbagai permasalahan yang dihadapi
pengembangan desawisata, sambil terussecara
aktif mencari pemecahan (solusi) terhadap
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permasal ahan tersebut. Akademisi juga
diharapkan selalu berbagi kisah sukses
pengembangan desawisatauntuk memberikan
inspiras bagi mahasi swa, masyarakat, maupun
sakeholder lainnyadal am mengembangkan desa
wisata.Dalam bidang pengajaran, akademisi
terutama dari sekolah-sekolah pariwisata
dihargpkan mampu menyigpkan kurikulumuntuk
mendukunng pengembangan desa wisata,
ataupun mengintegrasikan desawisatakedalam
kurikulum perkuliahannya. (ketranganPutu Sila,
Forkom Dewi, FGD tanggal 20 Oktober 2017)

Kontrol dan “viralisas” oleh Pers

Dalam pengembangan desawisata, pers
dihargpkan mampu mel aksanakan fungs kontrol
yang akan menyuarakan berbagal permasalahan
yang terjadi dalam pengembangan desawisata,
serta juga kisah sukses pengembangan desa
wisata. Pers secaraon-line maupun off-ling uga
diharapkan mampu menyebarluaskan
keberadaan sebuah desa wisata untuk
memberikan efek viral bagikeberadaan desa
wisata tersebut. Dengan tersebarluaskannya
keberadaan desa wisata tersebut, diharapkan
tumbuh keinginan pengunjung untuk mengunjungi
desawisatatersebut.

Kendala Pelibatan Stakeholder Dalam
Pengembangan Desa Wisata di Bali
Koordinas merupakan kenddautamadari
pelibatan stakeholder dalam pengembangan
desa wisata di Bali. Hal ini tercermin dari
pendapat-pendapat narasumber yang
mengerucut pada2 hal, yaitu: 1). Bahwaselama
ini parastakeholder cenderung melaksanakan
perannyasendiri-sendiri. Belum adaupayayang
terkoordinir yang dilakukan oleh sebuahtimyang
terdiri atas seluruh stakeholder, dan 2). Bahwa
belum ada pihak yang bertindak sebagai agen
perubahan/inisiator yang akan mengkoordinir
seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam
pengembangasebuah desawisata
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Saran terkait temuan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
dirumuskan beberapa saran untuk mengatasi
permasa ahan terkat pengembangan desawisata
di Bali. Adapun saran-saran tersebut adalah: 1).
Pemerintah agar mengambil inisiatif dalam
menyiapkan sebuah organisas pengeloladesa
wisata yang mengintegrasikan seluruh
stakeholder pengembangan desawisatayaitu
pemerintah, masyarakat lokal, pengusaha,
akademisi dan pers. 2). Organisasi pengelola
tersebut diharapkan ada di setiap desawisata
yang ada, dan mampu mewadahi peran seluruh
stakeholder untuk memastikan agar
pengembangan desa wisata tersebut dapat
berjaan dengan baik.
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